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~ Pemprov Segera
Tindak Lanjuti LHP BPK

PALANGKA RAYA, PPOST

Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalimantan Tengah (Kalteng)
telah menerima Laporan Ha-
sil Pemeriksaan (LHP) kinerja
dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Provinsi
Kalteng Semester II tahun 2021.

LHP tersebut terkait penyeleng-
garaan pendidikan vokasi berbasis
kerja sama industri dan dunia
kerja dalam rangka mewujudkan
sumber daya manusia (SDM)
berkualitas dan berdaya saing.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy
Pratowo menegaskan, akan se-
cepatnya menindaklanjuti reko-
mendasi LHP yang telah dis-
erahkan oleh BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalteng ini.

“Pendidikan vokasi ini me-
mang yang akan didorong pada
visi misi periode kedua Gubernur
Kalteng. Diharapkan, dengan
adanya pendidikan kejuruan ini
dapat menjadi harapan yang bisa
dibanggakan dan diunggulkan
seiring dengan hadirnya program
strategis nasional yang memer-
lukan tenaga SDM siap pakai,”
ungkapnya, Selasa (14/12).

Edy menambahkan, LHP dari
BPK RI nantinya akan dikoordi-
nasikan lebih lanjut dengan dinas
terkait. “Untuk mencapai tujuan
yang telah ditargetkan, kita ha-
rus melakukan koordinasi lebih
lanjut dengan instansi terkait,”
tuturnya.

Edy menjelaskan, tujuan LHP
adalah untuk menilai efektivitas
upaya Pemprov Kalteng dalam
menyelenggarakan pendidikan
vokasi berbasis kerja sama indus-
tri dan dunia kerja dalam rangka

mewujudkan SDM berkualitas
dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan terse-
but, maka pemeriksaan mencak-
up penyelenggaraan pendidikan
vokasi pada jenjang pendidikan
menengah pada Pemprov Kalteng
untuk tahun anggaran 2020 sam-
pai dengan Semester I 2021 den-
gan sasaran.

- Sasaran itu meliputi lima as-
pek, yaitu peningkatan peran dan
kerja sama industri dan dunia
kerja dalam pendidikan vokasi,
reformasi penyelenggaraan pen-
didikan vokasi, peningkatan
kualitas pendidik vokasi, dan

TERIMA LHP-Wakil Gubemur Kalimantan Tenbgah, Edy Pratowo,

penguatan sistem sertifikasi
kompetensi.

Sementara itu, Kepala Per-
wakilan (Kalan) BPK RI Agus Pri-
yono menyampaikan, penyerahan
LHP merupakan suatu kewajiban
konstitusional yang sesuai den-
gan aturan perundangan.

Dimana, LHP BPK yang sudah
selesai itu diserahkan kepada
pemerintah daerah. “Diharapkan
pemerintah daerah mempunyai
kewajiban untuk menindaklanjuti

: rekomendasi yang ada di LHP

paling lambat 60 hari terhitung
mulai dari saat laporan itu dis-
erahkan,” jelasnya. (mma/P4)

B Folo: PPostiist
menerima

penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng, kemarin.




